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Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat 
pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila 
perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat 
pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Kekerasan terhadap isteri berasal dari 
banyak faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep partriarkhi dalam 
masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang 
menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah 
bahwa budaya patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun. 
Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun sosialis. Dalam penulisan ini penulis 
menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
yuridis normatif. 




Marriage is a legal process, so that things or actions that arise due to marriage are legal 
actions that are legally protected. If the marriage is not legally registered, then matters 
related to the consequences of marriage cannot be resolved legally. Violence against wives 
comes from many factors that basically lead to the dominance of the concept of partriarchy 
in society. The concept is translated as a system of male domination that oppresses women 
through social, political and economic institutions. The fact is that patriarchal culture 
manifests in any kind of historical form. Is that in the feudal, capitalist and socialist system. 
In this writing the author uses the approach method used in this legal research is normative 
juridical. 
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PENDAHULUAN 
Ikatan perkawinan  merupakan 
unsur pokok dalam pembentukan 
keluarga yang harmonis dan penuh 
rasa cinta kasih, maka dalam 
pelaksanaan perkawinan tersebut, 
diperlukan norma hukum yang 
mengaturnya. Penerapan norma hukum 
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dalam pelaksanaan perkawinan 
terutama diperlukan dalam rangka 
mengatur hak, kewajiban, dan 
tanggung jawab masing-masing 
anggota keluarga, guna membentuk 
rumah tangga yang bahagia dan 
sejahtera. 
Perkawinan mempunyai tujuan 
antara lain membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(selanjutnya disebut Undang-Undang 
Perkawinan).  
Tujuan perkawinan akan terkait 
pada frame of reference dari individu 
yang bersangkutan. Walalupun 
kebahagiaan itu relatif dan subyektif, 
tetapi adanya ukuran atau patokan 
umum yang dapat digunakan untuk 
menyatakan bahwa keluarga itu 
merupakan keluarga yang bahagia atau 
walfare.1 
Keluarga merupakan keluarga 
bahagia bila dalam keluarga itu tidak 
terjadi kegoncangan-kegoncangan atau 
pertengkaran-pertengkaran, sehingga 
                                                          
1  Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat 
Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya,  
1994, hal 15 
keluarga itu berjalan dengan baik tanpa 
goncangan-goncangan atau 
pertengkaran-pertengkaran yang 
berarti (free from quarelling).2 
Tujuan perkawinan menurut 
Islam adalah menuruti perintah Allah 
untuk memperoleh keturunan yang sah 
dalam masyarakat, dengan mendirikan 
rumah tangga yang damai dan teratur.3 
Fenomena yang terjadi, 
Pencatatan nikah merupakan salah satu 
yang harus dipenuhi dalam hal anjuran 
pemerintah, ulil amri, yang dalam hal 
ini mencakup urusan duniawi. 
Sementara beberapa kalangan 
masyarakat muslim, lebih memandang 
bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih 
penting karena mengandung unsur 
ukhrawi yang lebih menentramkan, 
sementara sisi duniawi tadi adalah 
unsur pelengkap yang bisa dilakukan 
setelah unsur utama terpenuhi. Dalam 
hal ini unsur duniawi, yaitu nikah 
dengan dicatatkan adalah langkah 
kedua setelah ketenangan batin 
didapatkan.  
Pada dasarnya perkawinan di 
bawah tangan (sirih) sebenarnya tidak 
                                                          
2 Ibid 
3  Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih 
Munakahat 1, cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 
1999, hal. 12-18. 
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sesuai dengan "maqashid asy-
syar‟iyah”, karena ada beberapa tujuan 
syari'ah yang dihilangkan, diantaranya : 
1. Perkawinan itu harus diumumkan 
(diketahui khalayak ramai)  
2. Adanya perIindungan hak untuk 
wanita; 
3. Untuk kemaslahatan manusia, 
4. Harus mendapat izin dari istri 
pertama.4 
Kekerasan terhadap isteri 
berasal dari banyak faktor yang pada 
dasarnya mengarah kepada dominasi 
konsep partriarkhi dalam masyarakat. 
Konsep tersebut diterjemahkan sebagai 
sebuah sistem dominasi laki-laki yang 
menindas perempuan melalui institusi 
sosial, politik dan ekonomi. 
Kenyataannya adalah bahwa budaya 
patriarkhi mengejawantah dalam 
bentuk-bentuk historis jenis apapun. 
Apakah itu dalam sistem feodal, 
kapitalis maupun sosialis.5  
Erlangga Masdiana berpendapat, 
kekerasan itu sangat dipengaruhi 
ideologi dan pemahaman budaya 
masyarakat. Anggapan yang lazim 
dipercaya menyatakan, perempuan 
adalah orang nomor dua dalam rumah 
                                                          
4 Abdul Gani Abullah, Himpunan 
Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan 
Agama, PT. Intermasa, Jakarta , 1991, hal. 
190 
5 Gadis Arivia, Filsafat Berperspektif 
Feminis, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 
2003, hal, 16  
tangga  sehingga bisa diperlakukan 
dengan cara apa pun.6 
Sebagaimana yang dijelaskan 
dalam penjelasan atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga bahwa : “Negara berpandangan 
bahwa segala bentuk kekerasan, 
terutama kekerasan dalam rumah 
tangga adalah pelanggaran hak asasi 
manusia dan kejahatan terhadap 
martabat kemanusiaan serta bentuk 
diskriminasi”. 
Hal ini berdasarkan pada Pasal 
28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 yang menentukan bahwa : 
“Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, 
dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas 
rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak 
asasi”. 
Rumusan kekerasan dalam 
rumah tangga sendiri dapat ditemui 
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga yang menentukan bahwa :  
                                                          
6  Erlangga Masdiana, Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi, 
http://www.kompas.com. 
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“Kekerasan dalam rumah tangga 
adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, 
dan/atau penelantaran rumah 
tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah 
tangga”. 
Tindakan kekerasan dalam 
rumah tangga yang menjadikan 
perempuan sebagai korban adalah lebih 
sering terjadi, walaupun tidak menutup  
kemungkinan perempuan bertindak 
sebagai pelaku dan laki-laki menjadi 
korbannya. Hal ini antara lain 
disebabkan karena kultur masyarakat 
Indonesia yang cenderung menganut 
sistem patriarkhal. Patriarkhal sebagai 
suatu struktur di mana kaum laki-laki 
yang memegang kekuasaan yang nyata 
baik di dalam kebijakan pemerintah 
maupun dalam perilaku masyarakat.7 
Kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan suatu permasalahan dalam 
keluarga untuk mempertahankan 
sebuah keluarga. Kekerasan dalam 
rumah tangga bisa menimpa siapa saja 
                                                          
7  Mila Karmila, Kendala Penanganan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makalah, 
Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam  Rumah Tangga, tanggal 30 April 2004 
di Unissula Semarang, hal 1 
termasuk bapak, suami, isteri, dan 
anak, namun secara umum pengertian 
dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) di sini dipersempit artinya 
penganiayaan terhadap isteri oleh 
suami. Hal ini bisa dimengerti karena 
kebanyakan korban dalam Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah 
isteri.  
Dalam hukum pidana suatu 
kaidah yang bersifat memaksa  dan 
apabila  ada orang melanggar  kaidah 
itu diancam dengan sanksi yang tegas 
dan nyata. 8  Maka dari itu pelaku 
kekerasan dalam rumah tangga 
terhadap isteri sirih dapat dihukum  bila 
memenuhi unsur formil dan unsur 
materil, karena biasanya kekerasan 
dalam tangga termasuk perbuatan 
melawan hukum secara formil. 
Melawan hukum materiil harus berarti 
hanya dalam arti negatif, artinya kalau 
tidak ada melawan hukum (materiil) 
maka merupakan dasar pembenar. 
Dalam penjatuhan pidana harus dipakai 
hanya melawan hukum formil, artinya 
yang bertentangan dengan hukum 
positif yang tertulis, karena alasan asas 
nullum crimen sine lege stricta yang 
                                                          
8  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 
Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hal. 1-2 
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tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) 
KUHP.9 
Akhir-akhir ini tindak  pidana 
kekerasan dalam rumah tangga yang 
semakin meningkat, justru dapat 
disebabkan oleh  tidak  tepatnya  jenis  
sanksi  pidana  yang  dipilih  dan  
ditetapkan.  Terdapat beberapa  pasal  
dalam Undang-Undang KDRT tersebut  
yang  tidak dapat  dilaksanakan karena 
sanksi hukum yang tidak sesuai dan 
tidak ada peraturan pelaksanaannya 
seperti  rumah  aman  dan rumah  
alternatif  bagi  korban KDRT.  Selain  
itu juga dengan sistem sanksi  alternatif  
yang tercantum dalam Undang-Undang 
No.  23 tahun 2004 bagi masyarakat 
pada umumnya yang awam di bidang 
hukum dapat menimbulkan  salah  
tafsir  dimana  mereka  yang  
melakukan  kekerasan  dalam rumah 
tangga dapat  memilih penjatuhan 
sanksi  bila tidak ingin dipenjara maka 
dapat dengan membayar pidana denda 
saja maka mereka akan bebas dari 
jeratan hukum. Selain itu, 
pencantuman sanksi maksimal saja 
tanpa mencantumkan batas minimal  
dapat  menimbulkan  ketidakpastian  
                                                          
9  Andi Hamzah,  Asas-Asas Hukum 
Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal. 132-
133. 
hukum.  Pelaku  bisa  saja  hanya 
dijatuhi  dengan  pidana  paling  
minimun  dan  ringan  bagi  korban  
yang  tidak sebanding dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, 
sehingga korban enggan untuk 
mengadukan tindak kekerasan dalam 
rumah tangga yang dialaminya yang 
dianggap  akhirnya  hanya  akan  
membuang-buang  waktu  dan  tidak  
dapat memenuhi rasa keadilan korban. 
Kemudian daripada itu putusan 
pemidanaan yang dijatuhkan sangat 
ringan dan tidak menimbulkan efek jera 
bagi pelaku, seperti yang dikatakan 
Cesarre Beccaria dan Jerome Bentham 
dalam teorinya yaitu Deterrence Theory 
menekankan pada aspek penghukuman 
atau pada aspek sistem peradilan 
pidana, yaitu:   
Mulai dari perumusan ancaman 
pidana, proses penyidikan, 
penuntutan, penegakkan hukum, 
sampai dengan proses 
penjatuhan hukuman yang 
kesemuanya diarahkan 
terjadinya atau timbulnya efek 
deterrence atau jera sebagai 
tujuan utama, hal ini akan 
mencegah terjadinya tindak 
kejahatan yang sama untuk 
berulang.10  
                                                          
10 Hamidah Abdurrachman, Perlindungan 
Hukum terhadap Korban KDRT dalam putusan 
PN sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, 
dalam jurnal hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010, 
hal, 483  
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Adapun yang menjadi 
permasalahan dalam penulisan ini yaitu 
1). apakah kekerasan dalam rumah 
tangga terhadap perempuan yang 
hubungan perkawinannya melalui kawin  
sirihi  termasuk  dalam ruang  lingkup  
Undang-undang  Kekerasan  Dalam 
Rumah  Tangga  Tahun  2004?, 2). 
bagaimana  perlindungan  hukum  
terhadap perempuan yang hubungan 
perkawinannya menggunakan kawin 
secara sirih  jika terjadi kekerasan 
dalam rumah tangga ditinjau dari 
perpektif hukum pidana? 
Dalam penulisan ini penulis 
menggunakan metode pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah yuridis normatif.11  
 
PEMBAHASAN 
Perbuatan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Terhadap 
Perempuan yang Hubungan 
Perkawinannya Melalui Kawin 
Sirih Termasuk Dalam Ruang 
Lingkup Undang-Undang 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 
Status perkawinan sirih dalam 
Kompilasi Hukum Islam dalam tata 
hukum positif nasional telah diakui dan 
                                                          
11  H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, 
Metodelogi Penelitian,  Bumi Angkasa, Jakarta 
2002, hal, 23 
diterapkan dalam sejumlah putusan 
hukum Peradilan Agama. Secara 
konstitusional hadir melalui Inpres 
Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 
1991. Sehingga Kompilasi Hukum Islam 
merupakan salah satu bentuk 
positivikasi terhadap hukum Islam yang 
bermaksud mengembangkan pesan-
pesan agama dari nuansa normatif, dari 
sekedar dicita-citakan (ius 
constituendum) menjadi hukum yang 
benar-benar berlaku (ius constitutum). 
Bagaimana sesungguhnya pengaturan 
pernikahan dalam Kompilasi Hukum 
Islam ini sehingga dianggap sah? Pasal 
4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 
perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai 
dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Kompilasi Hukum Islam dalam 
Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa 
pentingnya pencatatan adalah untuk 
menjamin ketertiban pernikahan, 
penegasan ini dapat dikatakan bahwa 
nikah sirih yang tidak dicatatkan, di 
samping tidak sesuai dengan aturan 
formal juga dianggap tidak memenuhi 
ketertiban pernikahan, yang 
dimaksudkan agar pernikahan itu 
memiliki kekuatan hukum. Karenanya 
apapun yang terjadi setelah 
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berjalannya proses akad nikah bisa 
diproses secara hukum dan juga 
digunakan untuk mengurus administrasi 
catatan sipil bagi suami-isteri dan anak-
anaknya. Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat 
(1) dijelaskan setiap perkawinan harus 
dilangsungkan di hadapan dan di 
bawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah, Ayat (2) lebih tegas menyatakan 
bahwa perkawinan yang dilakukan 
diluar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan 
hukum. 
Menurut Pasal 7 Ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam, idealnya suatu 
perkawinan hanya dapat dibuktikan 
dengan adanya akta nikah yang dibuat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal 
perkawinan tidak dapat dibuktikan 
dengan Akta Nikah, dalam Ayat (2) 
dapat diajukan isbat nikahnya ke 
Pengadilan Agama, selanjutnya dalam 
Ayat (3) diberi batasan untuk 
mengajukan isbat. Isbat nikah yang 
dapat diajukan ke Pengadilan Agama 
terbatas mengenai hal-hal yang 
berkenaan dengan : 
1) Adanya perkawinan dalam rangka 
penyelesaian perceraian. 
2) Hilangnya Akta Nikah. 
3) Adanya keraguan tentang sah atau 
tidaknya salah satu syarat 
perkawinan. 
4) Adanya perkawinan yang terjadi 
sebelum berlakunya Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974. 
5) Perkawinan yang dilakukan oleh 
mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974.12 
Menurut Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan Di 
dalam pasal 1 UU Perkawinan 
menyebutkan: 
Perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria 
dengan seorangwanita sebagai 
suami istri dengan tujuan untuk 
membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
 
Hal di atas berarti bahwa 
perjanjian perkawinan cukup dibuat 
secara tertulis, namun dalam pasal 147 
BW perjanjian perkawinan harus dibuat 
dengan akta notaris dengan ancaman 
kebatalan. 
Ketentuan pada pasal 2 ayat (1) 
UU Perkawinan tersebut adalah 
                                                          
12  Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum 
Islam 
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menentukan sahnya suatu perkawinan, 
dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan 
pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, sebagai 
berikut: 
Tidak ada perkawinan di luar 
hukum masing-masing agama 
dan kepercayaannya. Mengenai 
pencatatan perkawinan menurut 
penjelasan umum atas UU 
Perkawinan yang menjelaskan 
bahwa: “…dan disamping itu 
tiap-tiap perkawinan harus 
dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku”. 
Perkataan “harus dicatatkan” 
mengandung arti bahwa perkawinan 
tersebut juga harus dicatatkan. 
Mengenai pencatatan perkawinan 
tersebut, dimaksudkan agar peristiwa 
perkawinan itu menjadi jelas dan dapat 
digunakan sebagai alat bukti yang 
otentik sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.13 
Mengacu pada ketentuan pasal 2 
UU Perkawinan, bahwa perkawinan sah 
jika dilangsungkan menurut hokum 
masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya. Ketentuan ini 
mengandung makna bahwa sahnya 
perkawinan ditentukan dalam hukum 
agamanya dan kepercayaannya 
masing-masing, sehingga selama 
                                                          
13 Lilik Kamilah, Keabsahan Perkawinan 
Melalui Sarana Teleconference, Yuridika, Vol. 
19 No. 6 Nopember-Desember  2004. 
perkawinan tersebut dilangsungkan 
sesuai dengan hukum agama dan 
kepercayaannya, maka perkawinan 
telah sah. Sebagaimana penjelasan 
umum butir-butir UU Perkawinan, 
bahwa suatu perkawinan adalah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu, dan di samping itu 
tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini berarti 
bahwa pencatatan perkawinan 
merupakan suatu keharusan yang 
Nampak dari kalimat “perkawinan harus 
dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Perihal 
pencatatan perkawinan adalah sama 
halnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan 
seseorang, misalnya; kelahiran, 
kematian yang dinyatakan dalam surat-
surat keterangan, suatu akta resmi 
yang juga dimuat dalam daftar 
pencatatan.14 
Adapun mengenai perkawinan 
yang tidak dicatatkan atau perkawinan 
yang tidak dicatatkan dalam Bab IX 
pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975, mendapat hukuman 
                                                          
14 Ibid 
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setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh 
ribu lima ratus rupiah). Bab IX pasal 45 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1975 berbunyi: 
(1) Kecuali apabila ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka: 
a. Barang siapa yang melanggar 
ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 
40 peraturan pemerintah ini 
dihukum dengan hukuman denda 
setinggi-tingginya Rp 7.500,00 
(tujuh ribu lima ratus rupiah). 
b. Pegawai Pencatat yang 
melanggar ketentuan pasal 6, 7, 
8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 
peraturan pemerintah ini 
dihukum dengan hukuman 
kurungan selam-lamanya 3 (tiga) 
bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu 
lima ratus rupiah). 
(2) Tindak pidana yang dimaksud 
dalam ayat (1) diatas merupakan 
pelanggaran.15 
 
Sedangkan menurut RUU HMPA 
Bidang Perkawinan merupakan sebuah 
upaya untuk mewujudkan hukum 
materiil bidang perkawinan yang 
nantinya dapat menggantikan 
kedudukan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) yang disebarluaskan dengan 
mengunakan instruksi Presiden 
(Inpres). Dalam Undang-Undang No. 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, 
                                                          
15 Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975 
Inpres tidak termasuk dalam tata 
urutan peraturan perundang-undangan 
sehingga secara yuridis KHI tidak 
memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat seluruh warga Negara.16 
RUU HMPA Bidang Perkawinan 
nantinya akan menjadi pedoman dan 
mengikat para hakim sebagai dasar 
pertimbangan hukum dalam mengadili 
sengketa. Kehadiran RUU HMPA 
Bidang Perkawinan yang nantinya 
menjadi Undang-undang diharapkan 
juga dapat menghilangkan keraguan 
sebagian orang karena hukum 
perkawinan tersebut sudah termasuk 
dalam subsistem hukum nasional.17 
Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga ini 
bertujuan untuk menghapus segala 
bentuk diskriminasi, dan berusaha 
menjamin perlindungan terhadap 
korban sebagai pihak yang lemah yang 
menerima perlakukan kekerasan dalam 
lingkup rumah tangga. Hal ini 
ditegaskan dalam Konsideran 
menimbang dari Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:  
1) Bahwa setiap warga Negara 
berhak mendapatkan rasa 
aman dan bebas dari segala 
                                                          
16  www.badilag.net, diakses tanggal 12 
April 2017 
17 Ibid 
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bentuk kekerasan sesuai denga 
falsafah Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945; 
2) Bahwa segala bentuk 
kekerasan, terutama kekerasan 
dalam rumah tangga 
merupakan pelanggaran hak 
asasi manusia dan kejahatan 
martabat kemanusian serta 
bentuk diskriminasi yang harus 
dihapus; 
3) Bahwa korban kekerasan dalam 
rumah tangga, yang 
kebanyakan adalah perempuan, 
harus mendapat perlindungan 
dari Negara dan/atau 
masyarakat agar terhindar dan 
terbebas dari kekerasan atau 
ancaman kekerasan, 
penyiksaan atau perlakukan 
yang merendahkan derajat dan 
martabat manusia; 
4) Bahwa dalam kenyataannya 
kasus kekerasan dalam rumah 
tangga banyak terjadi, 
sedangkan sistem  hukum di 
Indonesia belum menjamin 
perlindungan terhadap korban 
kekerasan dalam rumah 
tangga; 
5) Bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c dan huruf d, perlu 
dibentuk Undang-Undang 
tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga.  
 
Sehubungan dengan tingginya 
kasus kekerasan dalam rumah tangga, 
telah dibentuk UUPKDRT. Dalam Pasal 
2 UUPKDRT membatasi ruang lingkup 
berlakunya hanya terbatas dalam 
rumah tangga. Artinya, selain suami, 
istri, anak, orang yang mempunyai 
hubungan darah dan orang lain yang 
bekerja membantu rumah tangga 
menetap dalam rumah tangga 
tersebut. Perbuatan yang dilarang 
diatur dalam Pasal 5 meliputi : 
a. Kekerasan fisik; 
b. Kekerasan psikis; 
c. Kekerasan seksual; atau 
d. Penelantaran rumah tangga. 
Sedangkan ketentuan pidananya 
diatur dalam Pasal 44 sampai dengan 
Pasal 50 dimana pidana yang 
diancamkan adalah bersifat alternatif 
dengan ancaman pidana maksimal 
yang berbentuk pidana penjara dan 
pidana denda tanpa menyebutkan 
ancaman pidana minimal dengan 
menggunakan kata ”dan/atau”. 
Artinya, melalui putusan hakim, pelaku 
bisa mendapat pidana semau yang 
dimau yaitu pidana seminimal mungkin 
bahkan bisa jadi pidana penjara bisa 
diganti dengan pidana  denda untuk 
menghindari rasa malu pelaku. Di sini, 
uang adalah segalanya sehingga dapat 
diartikan pula bahwa tindak pidana 
yang diperbuatnya bisa  ditolerir dan 
cukup dibayarkan sejumlah uang 
sebagai ganti bentuk pidana denda.  
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Dampak psikologis yang 
dirasakan korban tidak dapat 
dibayarkan dengan pidana denda. 
Trauma dan rasa tidak aman yang 
dirasakan korban akan terus 
menghantui bila pelaku masih 
berkeliaran. Dari bentukbentuk 
kekerasan yang dimaksud Pasal 5 
tersebut, setiap tindak pidana yang 
berkaitan dengan ketentuan pasal 
tersebut ancaman pidananya tidak 
selalu dapat diganti dengan uang 
mengingat kasus semacam ini akan 
membawa konsekuensi yang amat 
serius bagi perempuan secara sosial, 
ekonomi, maupun psikologis 
(traumatis, depresi) dan beban yang 
ditanggung oleh perempuan secara 
individual maupun keseluruhan dalam 
hal ini anak dan/atau keluarga 
sepanjang hidupnya. Ini bukti bahwa 
hukum belum berpihak pada 
perempuan sebagai korban. Hukum 
masih didominasi pemikiran patriarki 
dan buta gender. Semua ini luput dari 
perhatian hukum karena hukum tidak 
antisipatif dengan fenomena sosial 
yang cepat berubah. Sejumlah pasal 
memang mampu menjerat pelaku, 
tetapi di sisi lain substansi dan 
rumusannya masih merugikan 
perempuan karena tidak 
memperhatikan aspek psikologis dan 
fakta-fakta sosial dari korban. 
Upaya perlindungan istri sirih 
sebagai korban kekerasan, secara lebih 
komprehensif, sejak ditetapkannya 
Undang-undang No. 23 Tahun 2004 
tentang “Pencegahan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga” (Undang-undang 
KDRT), mengenai perlindungan korban 
KDRT, ditetapkan dalam Bab IV 
tentang “Hak-hak Korban”, Bab VI 
tentang “Perlindungan” dan Bab VII 
tentang “Pemulihan Korban”. Hak-hak, 
perlindungan maupun pemulihan 
korban, dalam Undang-undang KDRT, 
dimaksudkan untuk semua korban 
KDRT. 
Undang-Undang perkawinan 
tidak mengenal dengan adanya 
perkawinan sirih. Menurut Undang-
undang perkawinan perkawinan sirih 
adalah tidak sah karena tidak melalui 
pencatatan sebagaimana yang telah 
digariskan oleh Undang-Undang. 
Sehingga wanita yang dinikahkan dari 
perkawinan sirih tidak mempunyai 
kekuatan hukum bila terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan, laki-laki 
seenaknya saja berkelit ataupun 
meninggal isteri sirihnya bila merasa 
bosan.  
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Dengan demikian pernikahan 
sirih tidak termasuk dalam UU 
kekerasan dalam rumah tangga karena 
pernikahan sirih tidak dapat dibuktikan 
dengan bukti otentik yaitu buku nikah, 
namun dari pada itu isteri sirih berhak 
mendapat perlindungan hukum, bila 
terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 
Bentuk perlindungan hukum terhadap 
isteri sirih akan dijelaskan dalam sub 
bab pokok permasalahan yang lain. 
 
Perlindungan Terhadap 
Perempuan yang Hubungan 
Perkawinannya Menggunakan 
Kawin Secara Sirih Jika Terjadi 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Ditinjau Dari Perspektif Hukum 
Pidana  
Penetapan tindak pidana 
kekerasan pada istri sirih dan upaya 
penanggulangan kekerasan pada istri 
dengan hukum, melalui berbagai tahap, 
sebenarnya terkandung pula upaya 
perlindungan bagi istri sirih sebagai 
korban kekerasan, meski masih bersifat 
abstrak atau tidak langsung. Namun, 
dapat dikatakan bahwa dewasa ini, 
pemberian perlindungan korban 
kejahatan oleh hukum pidana masih 
belum menampakan pola yang jelas.  
Sistem peradilan pidana, baik hukum 
pidana positif maupun penerapannya 
pada dasarnya lebih banyak 
memberikan perlindungan yang abstrak 
(tindak langsung). Adanya perumusan 
(penetapan) perbuatan kekerasan 
terhadap istri sirih sebagai tindak 
pidana (dengan sanksi pidana) dalam 
peraturan perundang-undangan pada 
hakikatnya merupakan pemberian 
perlindungan “in abstracto”, secara 
tidak langsung, terhadap istri sirih 
korban kejahatan (kekerasan). 
Dikatakan demikian, karena tindak 
pidana dalam hukum positif tidak 
dianggap sebagai perbuatan 
menyerang/melanggar kepentingan 
hukum seseorang (korban) secara 
pribadi dan kongkret, tetapi hanya 
dianggap sebagai pelanggaran 
“norma/tertib hukum in abstracto”.  
Konsekuensinya, perlindungan 
korbanpun tidak secara langsung, tapi 
hanya secara tidak langsung (in 
abstracto). Dengan kata lain, sistem 
sanksi dan pertanggungjawaban pidana 
tidak ditujukan pada perlindungan 
korban secara langsung dan kongkret, 
tetapi hanya perlindungan korban 
secara tidak langsung dan abstrak. 
Dengan demikian, pertanggungjawaban 
pidana oleh perlaku kejahatan 
(kekerasan) bukanlah 
pertanggungjawaban pidana terhadap 
kerugian/penderitaan korban secara 
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langsung dan konkret, tetapi lebih 
merupakan pertanggungjawaban yang 
bersifat pribadi/individual. 
Perlindungan yang langsung ini, 
di samping jarang diterapkan, masih 
mengandung banyak kelemahan, yaitu: 
(1) ganti kerugian tidak dapat diberikan 
secara mandiri, artinya bahwa ganti 
kerugian hanya dapat diberikan apabila 
hakim menjatuhkan pidana bersyarat; 
(2) pidana bersyarat hanya 
berkedudukan sebagai pengganti dari 
pidana pokok yang dijatuhkan hakim 
yang berupa pidana penjara paling 
lama satu tahun atau pidana kurungan; 
(3) pemberian ganti kerugian hanya 
bersifat fakultatif, bukan bersifat 
imperatif. Jadi, pemberian ganti 
kerugian tidak selalu ada, meski hakim 
menjatuhkan pidana bersyarat. 
Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
memberi perlindungan hukum terhadap 
istri, yang diatur dalam Bab II, Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9  U 
U No. 23 Tahun 2004. ketentuan 
pidananya diatur pada Pasal 44, Pasal 
45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 
49 dan Pasal 50. Namun kenyataanya 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
belum mengakomodir perlindungan 
hukum terhadap istri sirih. 
Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga ini 
bertujuan untuk menghapus segala 
bentuk diskriminasi, dan berusaha 
menjamin perlindungan terhadap 
korban sebagai pihak yang lemah yang 
menerima perlakukan kekerasan dalam 
lingkup rumah tangga. Hal ini 
ditegaskan dalam Konsideran 
menimbang dari Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:  
1) Bahwa setiap warga Negara berhak 
mendapatkan rasa aman dan bebas 
dari segala bentuk kekerasan sesuai 
denga falsafah Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945; 
2) Bahwa segala bentuk kekerasan, 
terutama kekerasan dalam rumah 
tangga merupakan pelanggaran hak 
asasi manusia dan kejahatan 
martabat kemanusian serta bentuk 
diskriminasi yang harus dihapus; 
3) Bahwa korban kekerasan dalam 
rumah tangga, yang kebanyakan 
adalah perempuan, harus mendapat 
perlindungan dari Negara dan/atau 
masyarakat agar terhindar dan 
terbebas dari kekerasan atau 
ancaman kekerasan, penyiksaan 
atau perlakukan yang merendahkan 
derajat dan martabat manusia; 
4) Bahwa dalam kenyataannya kasus 
kekerasan dalam rumah tangga 
banyak terjadi, sedangkan sistem  
hukum di Indonesia belum 
menjamin perlindungan terhadap 
korban kekerasan dalam rumah 
tangga; 
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5) Bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, huruf c dan huruf d, 
perlu dibentuk Undang-Undang 
tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga.  
 
Istri sirih termasuk di dalam 
ruang lingkup rumah tangga 
sebagaimana tercantum di dalam 
undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
tentang kekerasan dalam rumah tangga 
Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:  
Setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, 
yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah 
tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah 
tangga.18  
Dalam Pasal Pasal 44 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, mungkin perlu 
dipertanyakan dimanakah letak 
hubungan moral dan hukum? 
Komariah 19  menjawab moral rakyat 
bersembunyi dalam asas-asas hukum, 
                                                          
18  Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga  
19  Komariah Sapardjaya, Ajaran Sifat 
Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana 
Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hal. 15 
seperti yang dikatakan Scholten asas-
asas hukum ada dalam kehidupan 
batin. Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 menetapkan asas hukum: 
penghormatan hak asasi manusia, 
keadilan dan kesetaraan gender, non 
diskriminasi serta perlindungan hukum, 
seharusnya di dalam memutuskan 
perkara KDRT hakim menerapkan asas 
tersebut dalam keputusannya untuk 
memberikan hak-hak korban. Sudarto, 
pernah mengingatkan 
 “...bagaimanapun rasa keadilan 
yang tersimpan dalam hati nurnai 
masyarakat harus pula dirasakan 
hakim dan dipertimbangkan, dalam 
membuat keputusan, hakim harus 
meletakkan telinga di dada rakyat agar 
dapat mendengar detak jantung 
masyarakat, meskipun tetap harus 
berada dengan kokohnya diatas 
landasan hukum”.20  
Kekerasan terhadap perempuan 
atau istri dapat diartikan sebagai suatu 
tindak kekerasan secara fisik, seksual 
dan psikologis yang terjadi di dalam 
keluarga, dan melanggar hak-hak asasi 
perempuan. Tindak kekerasan yang 
dilakukan akan memberikan dampak 
dan resiko yang sangat besar bagi 
perempuan atau istri. Jadi dapat 
                                                          
20  Sudarto, Dampak Putusan Hakim 
Pidana bagi Masyarakat, makalah dalam 
Seminar “Menuju Sistem Adminstrasi Peradilan 
Pidana yang Ideal, Universitas Diponegoro, 
Semarang, 3 November 1984, hal. 5 
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didefinisikan kekerasan terhadap 
perempuan atau istri adalah tindakan 
yang melanggar hukum dan hak-hak 
asasi manusia, karena melukai secara 
fisik dan psikologis seorang perempuan 
atau istri.  
Undang-undang No. 39 Tahun 
1999 sebagai undang-undang 
penjamin HAM warga negara terkait 
dengan perlindungan perempuan 
sebagai korban Pasal 17 menentukan 
bahwa : 
Setiap orang, tanpa 
diskriminasi, berhak untuk 
memperoleh keadilan dengan 
mengajukan permohonan, 
pengaduan, dan gugatan, baik 
dalam perkara pidana, perdata, 
maupun administrasi serta 
diadili melalui proses peradilan 
yang bebas dan tidak memihak, 
sesuai dengan hukum acara 
yang menjamin pemeriksaan 
yang obyektif oleh hakim yang 
jujur dan adil untuk 
memperoleh putusan yang adil 
dan benar. 
Selain itu, perempuan juga 
terjamin dan terlindungi haknya secara 
khusus oleh undang-undang ini karena 
fungsi reproduksinya sebagaimana 
diatur  dalam Pasal 49 ayat (3) berikut 
: 
Hak khusus yang melekat pada 
diri wanita dikarenakan fungsi 
reproduksinya, dijamin dan 
dilindungi oleh hukum. 
Pada dasarnya Undang-Undang 
telah memberikan perlindungan hukum 
terhadap perempuan termasuk di 
dalamnya istri sirih. Sebagaimana 
Undang-undang No. 7 Tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan 
adalah undang-undang yang dibuat 
pemerintah untuk meratifikasi 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan. 
Artinya, Negara Indonesia mengakui 
dan terikat pada konvensi tersebut. 
Para perempuan yang menjadi korban, 
dapat menjadikan undang-undang 
sebagai senjata pamungkas untuk 
mendapatkan perlindungan hukum 
karena undang-undang ini membuat 
keterikatan Negara Indonesia dengan 
dunia internasional sehingga apabila 
perempuan yang menjadi korban tidak 
mendapat perlindungan hukum, 
mereka dapat saja mengajukan 
perlindungan hukum atas dirinya 
kepada hukum internasional. 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan, merupakan 
suatu upaya pemerintah untuk 
mengatasi keanekaragaman, dan 
menciptakan kesatuan (unifikasi) 
hukum bagi rakyat Indonesia yang 
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heterogen, khususnya di bidang 
perkawinan. 
Hak Asasi Perempuan, yaitu hak 
yang dimiliki oleh seorang perempuan, 
baik karena ia seorang manusia 
maupun sebagai seorang perempuan, 
dalam khasanah hukum hak asasi 
manusia dapat ditemui pengaturannya 
dalam berbagai system hukum tentang 
hak asasi manusia. Sistem ini meliputi 
berbagai instrumen hukum dan 
perangkat pelaksanaan sistem hukum 
baik di tingkat nasional, regional 
maupun internasional. Berbagai sistem 
tersebut tidak saja mencantumkan hak 
yang diakui namun juga bagaimana 
menjamin dan mengakses hak 
tersebut.  
DUHAM dinyatakan sebagai 
upaya kodifikasi, sebab perbincangan 
dan pengaturan hak manusia 
sebetulnya telah dimulai jauh 
sebelumnya dengan adanya berbagai 
konvensi internasional yang antara lain 
dikeluarkan oleh International Labor 
Organization. Beberapa hak 
perempuan yang telah dirumuskan 
oleh ILO sebelum adanya DUHAM, 
yaitu sejak tahun 1918, misalnya, hak 
persalinan buruh perempuan 
(maternity rights), perlindungan buruh 
perempuan di perkebunan, hak 
perlindungan dari perdagangan 
perempuan dan berbagai hak lainnya. 
Pada perkembangannya kodifikasi hak-
hak belum dirasa cukup memadai 
untuk menjamin hak-hak. DUHAM 
tidak mempunyai mekanisme 
bagaimana penjaminan hak dan 
perlindungan hak tersebut, dan siapa 
yang bertanggungjawab terhadap 
terjadinya pelanggaran hak kepada 
pihak lain. Pasal 30 DUHAM memang 
telah menegaskan bahwa siapapun 
dapat sebagai pelanggar hak yaitu 
negara, kelompok atau seseorang, 
namun bagaimana agar si pelanggar 
hak  ini ditangani dan siapa yang 
berwenang menanganinya menjadi 
tidak begitu jelas. 
Dengan demikian dirasa penting 
untuk menterjemahkan prinsip-prinsip 
DUHAM ke dalam kewajiban hak asasi 
manusia yang mengikat, setidak-
tidaknya bagi Negara yang 
berkeinginan untuk mengikatkan diri 
secara hukum. Komite Hak Asasi 
Manusia, sebuah Komite di PBB yang 
berwenang untuk mengawasi dan 
melaksanakan system hak asasi 
manusia PBB, menyusun rancangan 
instrumen hak asasi manusia yang 
pertama, yang kemudian dipecah 
menjadi dua kovenan (persetujuan). 
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Kovenan pertama, tentang hak sipil 
dan polik, dan yang kedua tentang hak 
sosial, budaya dan ekonomi.8 Pada 
tahun 1966 Komite Majelis Umum PBB 
akhirnya mengesahkan dua dokumen 
terpisah; Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (ICESCR) dan Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil 
dan Politik (ICCPR) -- yang bersama-
sama dengan Deklarasi Universal HAM 
dikenal secara kolektif sebagai 
Internasional Bill of Rights (Pernyataan 
Internasional Hak Asasi Manusia)  
mulai berlaku tahun 1976. 
Pada dasarnya Undang-Undang 
telah memberikan perlindungan hukum 
terhadap perempuan termasuk di 
dalamnya istri sirih. Sebagaimana 
Undang-undang No. 7 Tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan 
adalah undang-undang yang dibuat 
pemerintah untuk meratifikasi 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan. 
Artinya, Negara Indonesia mengakui 
dan terikat pada konvensi tersebut. 
Para perempuan yang menjadi korban, 
dapat menjadikan undang-undang 
sebagai senjata pamungkas untuk 
mendapatkan perlindungan hukum 
karena undang-undang ini membuat 
keterikatan Negara Indonesia dengan 
dunia internasional sehingga apabila 
perempuan yang menjadi korban tidak 
mendapat perlindungan hukum, 
mereka dapat saja mengajukan 
perlindungan hukum atas dirinya 
kepada hukum internasional. 
Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk 
Wetboek merupakan perangkat hukum 
peninggalan warisan Hindia Belanda 
yang telah diakui sebagi sumber 
hukum nasional. Masalah perkawinan 
diatur dalam buku satu tentang orang 
bab empat mulai dari Pasal 26 sampai 
Pasal 102. Secara umum peraturan 
perkawinan di dalamnya memiliki 
kesamaan dengan Undang-undang 
Perkawinan. Seperti halnya hukum 
positif lainnya, KUHPer juga tidak 
menyebut sama sekali istilah nikah 
sirih.21 
Dengan demikian didalam kitab 
Undang-undang hokum perdata tidak 
mengenal dengan adanya perkawinan 
sirih. Wanita yang dinikahkan oleh 
seorang laki-laki wajib untuk dilakukan 
pencatatan. Apabila hal tersebut tidak 
                                                          
21 Ibid 
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tercatat di catatan sipil atau menurut 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka wanita yang dinikahkan 
dalam perkawinan sirih tidak 
mempunyai kekuatan di mata hukum. 
Namun kesatuan hukum itu 
masih belum terlaksana secara efektif, 
karena Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan masih 
menunjuk berlakunya hukum masing-
masing agama. Hal ini membawa 
konsekuensi bahwa Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
tidaklah berdiri sendiri, melainkan 
berdampingan dengan Peraturan 
Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang 
diatur oleh masing-masing agama. 
Perkawinan sirih adalah suatu 
realitas yang terjadi di masyarakat 
Indonesia yang dilakukan oleh 
berbagai kalangan baik miskin maupun 
kaya, rakyat jelata maupun yang 
berpangkat. Pelaku kawin sirih yang 
terekspose oleh media memang 
kebanyakan pejabat dan kaum 
selebritis. Perseteruan artis Mayangsari 
dan Halimah (isteri pengusaha 
Bambang Triatmojo) yang berujung 
permohonan cerai yang diajukan oleh 
Bambang kepada isterinya, Halimah di 
Pengadilan Agama adalah buntut dari 
pernikahan sirih yang telah dilakukan 
oleh Bambang dengan Mayangsari. 
Diakui atau tidak, perkawinan sirih 
dengan berbagai alasan tetap menjadi 
trend oleh berbagai kalangan 
masyarakat. Bahkan artis penyanyi 
Ahmad Dhani terang-terangan lebih 
memilih kawin sirih dari pada kawin 
menurut negara. Alasannya dengan 
pengalaman rumah tangga 
sebelumnya yang berakhir cerai 
menjadikan dirinya dipusingkan 
dengan prosedur perceraian di 
Pengadilan Agama yang ribet dan 
berbelit-belit  
Perkawinan sirih yang tidak 
terungkap tentu jumlahnya jauh lebih 
besar lagi dan merata baik di pedesaan 
maupun perkotaan. Berapa pastinya 
jumlah pelaku kawin sirih di Indonesia 
tidak diketahui tetapi data yang 
tercatat di depag menunjukkan sekitar 
48% perkawinan yang berlangsung di 
masyarakat tidak tercatatkan 
(unregistered). Hal ini sangat 
memprihatinkan sebab tiadanya 
pencatatan jelas merugikan hak-hak 
istri dan anak.22 
                                                          
22  Siti Musdah Mulia, “Menuju Hukum 
Perkawinan yang Adil” dalam buku Perempuan 
dan Hukum, Menuju Hukum yang 
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Seorang wanita yang menjadi 
isteri dari laki-laki dalam perkawinan 
sirih memang harus menerima 
kenyataan bahwa ia diikat secara 
sepihak dalam ikatan semu, bukan 
ikatan kokoh (mitsaqan ghalidzan) 
yang sebenarnya dalam rumusan 
Hukum Islam dan undang-undang 
perkawinan. Seorang isteri tersebut 
dapat ditinggalkan atau dicerai 
suaminya sewaktu-waktu tanpa bisa 
melakukan „perlawanan” hukum karena 
bukti otentiknya tidak ada. Makanya 
dalam semua kasus perkawinan sirih, 
pihak wanita selalu yang menjadi 
kurban sementara pihak laki-laki bisa 
bebas dari „perlawanan‟ dan dengan 
mudah meninggalkannya tanpa jejak. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil dan pembahasan 
tentang perlindungan terhadap isteri 
sirih dalam kekerasan rumah tangga 
ditinjau dari perspektif teori 
pemidanaan, dapat penulis simpulkan 
sebagai berikut:  
1. Perbuatan kekerasan dalam rumah 
tangga terhadap perempuan yang 
                                                                                      
Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, 
Susilowati Irianto (ed.), YOI, Jakarta, 2008, hal 
148 
hubungan perkawinannya melalui 
kawin  sirihi  termasuk  dalam tidak 
termasuk dalam ruang  lingkup  
Undang-undang  Kekerasan  Dalam 
Rumah  Tangga  Tahun  2004 
karena hukum positif di Indonesia 
tidak mengenal perkawinan sirih 
dan dianggap tidak sah tidak melalui 
pencatatan sebagaimana yang telah 
digariskan oleh Undang-Undang. 
Sehingga wanita yang dinikahkan 
dari perkawinan sirih tidak 
mempunyai kekuatan hukum bila 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.  
2. Perlindungan korban kekerasan 
terhadap istri sirih dapat mencakup 
bentuk perlindungan yang bersifat 
abstrak (tidak langsung) maupun 
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